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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dasar Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam 

hal penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan 

Kementerian dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang 

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan termaktub di 

dalam Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2016 

Tentang Kartu Identitas anak di mana Pemerintah menerbitkan 

KIA tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan 

pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan 

dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, di dalam KIA 

tersebut tentu saja termuat identitas yang mana identitas tersebut 

memiliki salah unsur yakni nama, dan aturan nama tersebut telah 

di atur berdasarkan peraturan Kementerian dalam Negeri No. 73 

Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen 

Kependudukan, dari sinilah penerbitan KIA tersebut harus sesuai 

dengan kedua aturan tersebut dan kedua aturan tersebut adalah 

dasar kewenangan penerbitan KIA; 

2. Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang 

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas 
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram sudah di 

jalankan dengan baik, Disdukcapil sudah langsung menerapkan 

aturan terbaru tersebut setelah di Undangkan nya pada 21 April 

2022, untuk penerapan nya sendiri Disdukcapil Kota Mataram 

hanya menerapkan aturan tersebut untuk anak yang lahir setelah 

di Undangkan nya aturan tersebut dan juga untuk anak yang 

memiliki akta kelahiran dengan pencatatan nama yang harus 

memenuhi syarat pada Pasal 4 Ayat (2) dan pasal 5 tentang tata 

cara penulisan nama;  

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi 

Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama 

pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Mataram, faktor pendukung dari 

pengimplementasian ini adalah adanya dokumen penunjang 

untuk pembuatan Kartu Identitas Anak yakni Akta kelahiran, 

adanya staf Disdukcapil yang Kompeten dan juga masyarakat 

yang mematuhi aturan yang telah di keluarkan  tersebut, sehingga 

semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan 

Nama pada Dokumen Kependudukan, selanjutnya faktor 

penghambat pengimplementasian aturan terbaru tersebut adalah 

masih kurang meratanya informasi yang di terima oleh 
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masyarakat sehingga ini dapat mengganggu jalannya proses 

penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut.  

B. SARAN 

Untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 

Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan 

dengan lebih baik lagi maka tentu saja di butuhkan saran untuk 

penyelenggara pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau 

biasa di sebut KIA tersebut, maka saran dari penyusun sebagai 

berikut : 

1. Aturan dan dasar kewenangan di dalam pembuatan atau 

penerbitan kartu identitas anak sudah tertuang di Peraturan 

Menteri Dalam Ngeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu 

Identitas Anak Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 

Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen 

Kependudukan dan di harapkan untuk Disdukcapil Kota 

Mataram dan Masyarakat Kota Mataram untuk mematuhi 

aturan tersebut dan menjalankannya. 

2. Pada pengimplementasian penerbitan kartu identitas anak 

berdasarkankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 

Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen 

Kependudukan sudah di jalankan dengan baik dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku pada pasal 4 Ayat (2) selanjutnya 

Disdukcapil di harapkan harus mampu mempertahankan dan 
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juga meningkatkan pelayanan yang ada agar semakin baik 

lagi kedepannya. 

3. Untuk faktor pendukung sudah baik dan harus di pertahankan 

untuk terciptanya kelancaran di dalam penerbitan Kartu 

Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada 

Dokumen Kependudukan dan agar masyarakat bisa 

menerbitkan kartu identitas anak tanpa hambatan yang 

berarti, selanjutnya untuk faktor penghambat yang di 

temukan di lapangan saran dari penyusun adalah untuk 

Disdukcapil agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi 

terhadap masyarakat sekitar kota Mataram agar tidak terjadi 

lagi ketidak tahuan akan aturan terbaru tentang pencatatan 

nama pada dokumen kependudukan tersebut dan untuk 

masyarakat agar tidak hanya menunggu upaya dari 

Disdukcapil kota Mataram saja untuk memberitahukan 

adanya aturan terbaru ini melainkan  harus adanya rasa 

kesadaran di masyarakat untuk membantu Disdukcapil di 

dalam menyebarkan informasi di sekitar lingkungannya, dan 

di sarankan untuk masyarakat untuk membuat kartu identitas 

anak karena sangat penting untuk anak di dalam menerima 

pelayanan di instansi-instansi terkait. 
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